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Abstrak. Kehadiran kelompok LGBT mulai berani terbuka untuk mengkspresikan eksistensinya. Secara spesifik mengangkat isu pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Dalam Islam hasrat seksual adalah fitrah manusia, sehingga hal tersebut merupakan sebuah kodrat. Islam tentu sangat menolak penyimpangan seksual seperti LGBT. Pada hakikatnya eksistensi LGBT di Indonesia dalam perspektif HAM, mempunyai hak yang sama seperti orang lain, pelaksanaan hak-hak tersebut meliputi hak untuk non-diskriminasi. Namun, eksistensi organisasi LGBT yang dianggap sebagai bagian dari HAM harus memahami bahwa, di sisi lain, konsep HAM dalam Islam tidak sepenuhnya sama dengan konsep liberal.
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LATAR BELAKANG
Dalam perdebatan yang sedang berlangsung di seluruh dunia, isu seputar hak-hak LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) terkait dengan agama dan nilai-nilai Pancasila menjadi topik yang sangat kontroversial. Di satu sisi, ada upaya untuk mendorong inklusi dan perlindungan hak-hak LGBT sebagai bagian dari hak asasi manusia universal. Di sisi lain, pandangan agama dan interpretasi Pancasila menjadi landasan untuk berbagai sudut pandang yang berbeda.

KAJIAN TEORITIS
Kajian teoritis mengenai realitas eksistensi LGBT di Indonesia dapat mengeksplorasi berbagai perspektif, termasuk hak asasi manusia, agama, dan Pancasila. Di bawah ini adalah beberapa contoh poin-poin yang bisa dicakup dalam kajian teoritis tersebut:
1. Hak Asasi Manusia:
· Pemahaman tentang hak asasi manusia dan inklusi LGBT: Analisis konsep hak asasi manusia dalam hubungannya dengan hak-hak LGBT.
· Pelanggaran hak asasi manusia: mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh individu LGBT di Indonesia, seperti diskriminasi, kekerasan, atau pengucilan sosial.
2. Agama:
· Interpretasi agama: Memahami berbagai pandangan dan interpretasi agama-agama di Indonesia terhadap homoseksualitas dan identitas gender yang beragam.
· Pengaruh agama dalam kebijakan: Menganalisis pengaruh pandangan agama dalam pembentukan kebijakan pemerintah terkait LGBT di Indonesia.
3. Pancasila:
· Nilai-nilai Pancasila: Menilai kesesuaian hak LGBT dengan nilai-nilai Pancasila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, dan kerakyatan.
· Implementasi Pancasila dalam hukum: Menelusuri cara implementasi Pancasila dalam hukum dan konstitusi Indonesia memengaruhi hak-hak LGBT serta apakah terdapat konflik antara nilai-nilai Pancasila dan perlindungan hak LGBT.
Kajian teoritis semacam ini dapat membantu memahami kompleksitas dan tantangan yang berkaitan dengan eksistensi LGBT di Indonesia dari berbagai perspektif. Selain itu, kajian semacam ini juga dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung hak asasi manusia bagi semua warga negara Indonesia.

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan untuk memperoleh data ini adalah menggunakan metode analisis komparatif untuk membandingkan dan merangkum pandangan yang berbeda dari perspektif HAM, agama, dan Pancasila terhadap LGBT. Proses ini mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam pandangan yang muncul dalam artikel-artikel yang telah dianalisis. Melalui metode analisis ini, kami berusaha untuk mengungkapkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana perspektif hak asasi manusia, agama, dan Pancasila tercermin dalam artikel-artikel yang membahas realitas eksistensi LGBT di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pemahaman isu ini secara lebih komprehensif dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN
LGBT kini telah menjadi fenomena dan isu besar yang diperbincangkan di berbagai forum organisasi sosial dan keagamaan, serta menjadi trending topik di banyak media sosial. LGBT merupakan singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender yang bukanlah hal baru lagi karena LGBT telah menjadi perdebatan secara nasional dan agama. Indonesia merupakan negara yang masih menjunjung tinggi norma dan adat istiadat ketimuran dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Di sisi lain, Indonesia juga tetap mengakui hak asasi manusia dan secara umum menghormati kebebasan hak asasi manusia. Kedua faktor inilah yang pada akhirnya menjadi penyebab pro dan kontra terhadap keberadaan dan berkembangnya kelompok LGBT.
Indonesia sebagai negara hukum yang menentang akan keberadaan LGBT dirasa masih belum tegas dalam menentukan dasar hukum dan memberikan batasan-batasan yang dikenakan terhadap LGBT dalam perundang-undangan, sehingga tidak hanya dalam norma hukum positif tetapi sampai kepada penegakkan dan pengawasan hukum itu sendiri (Sofyarto, 2017).
Indonesia memiliki enam agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu. Perdebatan tentang LGBT di berbagai forum baik organisasi sosial atau agama, majelis agama, bahkan juga dibahas dalam berbagai komisi pemerintahan yang tidak terlepas dari adanya Pro dan Kontra terkait LGBT, sehingga hal ini menjadi suatu yang tidak bisa dihindari, terutama bagi masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh norma agama. Selain karena norma agama, mereka yang kontra terhadap LGBT juga memiliki kekhawatiran akan dampak pengaruh negatif pada generasi muda khususnya remaja yang masih dalam proses menemukan jati diri. Sementara itu, bagi kelompok yang pro LGBT memiliki pemahaman bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap para pencinta sesama jenis.
kelompok LGBT memandang keberadaan mereka sebagai hak asasi manusia yang melekat. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun mempermasalahkan eksistensi mereka. Masyarakat harus menerima mereka sebagai bagian dari sebuah masyarakat luas dan tidak boleh ada larangan terhadap keberadaan atau agama mereka. Menurut kaum LGBT, itu semua berdasarkan hak asasi manusia yang melekat pada diri mereka. Apa yang dikomunikasikan oleh kelompok LGBT ini yang mengatasnamakan Hak Asasi Manusia (HAM) ini terkesan aneh karena  seperti yang disampaikan oleh Purbopranoto dalam bukunya “Hak Asasi Manusia dan Pancasila”, menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yag dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dipisahkan dari hakikat dan karena itu bersifat suci. Maka, jika direnungkan dan dipikirkan secara komprehensif dapat dipahami bahwa apa yang diklaim kelompok LGBT perilaku mereka adalah sebagai bagian dari hak asasi manusia adalah sesuatu  yang mengada-ada (Sodikin, 2018).
Manusia diciptakan oleh Allah SWT secara kodratnya memiliki dorongan jasmani dan ruhani. Melestarikan keturunan (gharizatu al na’u) merupakan salah satu naluri manusia yang timbul dari perasaan cinta dan dorongan seksual antara laki-laki dan perempuan, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia yang hanya memiliki naluri seksual sesama jenis. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya “Wahai manusia sesungguhnya Kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar supaya kamu saling mengenal”. Secara jelas dan gamblang ayat di atas memberikan informasi bahwa dorongan naluri seksual secara fitrah dan dapat menghasilkan keturunan hanya bisa dilakukan antara laki-laki dan perempuan, bukan pada pasangan sejenis.Tetapi sungguh sayang kedua ayat di atas sering disalah artikan oleh kelompok LGBT ini sebagai ayat yang mendukung mereka dengan memaknai kata sejenis adalah hubungan laki- laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan atau dengan kata lain kebebasan dalam menyalurkan kebutuhan seksual (Rakhmawati, 2018).
Manusia diciptakan oleh Allah SWT secara kodratnya memiliki dorongan jasmani dan ruhani. Melestarikan keturunan (gharizatu al na’u) merupakan salah satu naluri manusia yang timbul dari perasaan cinta dan dorongan seksual antara laki-laki dan perempuan, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia yang hanya memiliki naluri seksual sesama jenis. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya “Wahai manusia sesungguhnya Kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar supaya kamu saling mengenal”. Secara jelas dan gamblang ayat di atas memberikan informasi bahwa dorongan naluri seksual secara fitrah dan dapat menghasilkan keturunan hanya bisa dilakukan antara laki-laki dan perempuan, bukan pada pasangan sejenis.
Tetapi sungguh sayang kedua ayat di atas sering disalah artikan oleh kelompok LGBT ini sebagai ayat yang mendukung mereka dengan memaknai kata sejenis adalah hubungan laki- laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan atau dengan kata lain kebebasan dalam menyalurkan kebutuhan seksual (Rakhmawati, 2018).
Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi norma-norma agama, dengan enam agama resmi di Indonesia yaitu, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan Kong Hu Cu dan Islam sebagai mayoritas agama di Indonesia dan juga merupakan terbesar di dunia serta banyak organisasi Islam yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dampak moralitas, dimana LGBT ini telah menciderai moralitas kemanusian dengan mengingkari bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagaimana fitrahnya yaitu laki-laki berpasangan dengan perempuan (Yudiyanto, 2017).
Terkait isu hak asasi manusia, Anwar Abbas yang merupakan salah satu Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan bahwa LGBT tidak ada hubunganya dengan hak asasi manusia, oleh sebab itu dalam penyembuhan kaum LGBT pemerintah harus terlibat bukan mentolerir atau bahkan melegalkan LGBT. Sebab menurut Abbas, LGBT adalah penyakit dan merupakan penyimpangan terhadap norma agama dan hukum alam oleh karena harus disembuhkan (Yansyah, 2018). Sebagaimana yang disampaikan wakil sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Sopa pada Pengajian Tarjih Muhmmadiyah Kamis, (18/5/2022), bahwa meski para ulama telah menyepakati pelarangan perilaku LGBT, untuk tidak melakukan tindakan kekerasan seperti penistaan, pemukulan, pengucilan, dan lain-lain terhadap pelaku LGBT. Menurut Sopa yang kita benci hanyalah perilakunya, bukan orangnya. Jadi yang harus dilakukan adalah merangkul mereka kembali, mengajak mereka ke jalan yang lurus.
Orientasi seksual dan diskriminasi di tempat kerja mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dan aspek agama. Masyarakat LGBT cenderung mendapat penolakan keras dan rentan mengalami diskriminasi, ejekan, dan sanksi sosial lainnya atau bahkan kekerasan. Keadaan ini terjadi karena persepsi adanya perbedaan orientasi seksual yang dimilikinya, sehingga homophobia tidak dapat dicegah perkembangannya. Di masyarakat, ia cenderung dinilai menyimpang dan merusak kepentingan sosial, bahkan dicap sebagai penjahat, tidak bermoral dan merupakan bentuk upaya menentang takdir Tuhan. Dalam posisi ini, masyarakat berusaha untuk mendorong mereka keluar dari lingkaran perilaku yang tidak sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Namun, situasi ini cenderung dianggap sebagai bentuk penindasan melawan mereka sampai dia pun “memberontak” untuk keluar dari realitas yang merugikan dirinya. Serta mereka berusaha mendapatkan kembali hak-hak yang diduga telah dirampas. Kaum LGBT juga turun ke jalan untuk melakukan gerakan-gerakan besar dan cenderung bersikap eksklusif terhadap dunia di luar mereka. Kelompok LGBT hanya berinteraksi dengan komunitasnya, bersikap ekslusif dan berperilaku defensif agar ia tetap diterima secara sosial.
Artikel ini akan mengeksplorasi dan menelusuri perdebatan kompleks tersebut dengan mempertimbangkan perspektif agama, nilai-nilai Pancasila, dan hak asasi manusia dalam konteks LGBT serta pandangan-pandangan tersebut memandang pertentangan dan bagaimana upaya untuk mencapai keharmonisan dan pemahaman yang lebih dalam di era yang semakin global dan inklusif. Pembahasan ini penting untuk memahami bagaimana kita dapat mencapai keseimbangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. 

KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam artikel berjudul. “Realitas Eksistensi LGBT di Indonesia: Menelaah Perspektif Hak Asasi Manusia, Agama, dan Pancasila,” Tulisan ini menyajikan gambaran tentang kompleksitas isu LGBT di Indonesia. Artikel ini memaparkan gambaran kompleksitas antara perspektif HAM yang mendorong pengakuan hak-hak LGBT, perspektif agama yang seringkali menentangnya, dan nilai-nilai Pancasila yang terkandung harus diakui sebagai landasan negara. Dalam analisisnya, tulisan ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang beraneka ragam, dengan masyarakat yang memiliki berbagai pandangan yang berbeda terkait LGBT. Meskipun beberapa kelompok mendukung hak asasi manusia dan inklusi bagi kelompok LGBT, banyak juga kelompok yang mengacu pada nilai-nilai agama sebagai landasan penolakan terhadap identitas LGBT. Namun, Pancasila sebagai dasar negara mengingatkan kita untuk menghormati keberagaman dan mengedepankan keadilan sosial. Dalam konteks ini, artikel ini menyimpulkan bahwa tantangan sebenarnya adalah bagaimana menemukan keseimbangan antara perspektif hak asasi manusia, agama, dan Pancasila. Pemerintah serta masyarakat sipil dan agama harus bekerja sama untuk menciptakan dialog dan solusi inklusif yang menghormati hak seluruh warga negara, termasuk komunitas LGBT, dengan tetap menjaga keharmonisan sosial dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Pancasila.
Menciptakan ruang bagi dialog antara perspektif HAM, agama, dan Pancasila adalah langkah penting dalam memahami dan menghadapi isu LGBT di Indonesia. Kesetaraan hak dan perlindungan untuk semua warga Indonesia, termasuk LGBT, sambil tetap menghormati keanekaragaman budaya dan keyakinan dalam masyarakat. Edukasi, dialog, dan upaya untuk mempromosikan inklusivitas adalah kunci untuk mencapai keseimbangan ini.
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